BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 66 TAHUN 2015
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

Menimbang

Mengingat

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

. bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong telah diatur
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomeor 25 Tahun 2011
tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tabalong;

_ bahwa belum tersedianya rumah jabatan dan rumah dinas

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabalong dan dalam
rangka mendukung peningkatan kinerja, maka Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Derwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, perlu
diganti,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 27506j;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarat-
an Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
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Negara Repubiik indonesia ahun 2014 Nomor 383,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
“emor 47, Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacroh (Lomboran Necgarz Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahaa 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Qtandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32});
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004

.

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2004,
Seri E Nomor Seri 12}, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomr
05 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
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(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun
014 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
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2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02j;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPIN-
AN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

ey

. Tunjangan Perumahan adalah salah satu dari tunjangan
kesejahteraan yang diberikan untuk pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal daerah
belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau
rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bupati adalah Bupati Tabalong;

Daerah adalah Kabupaten Tabalong;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
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Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasio-
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nalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
Pasal 3

(1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, penetapan besaran tunjangan perumahan harus

melalui proses kajian.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
dan/atau pihak ketiga sesuai dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dibentuk oleh Bupati.

(4) Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyampaikan kajian dan rekomendasi besaran tunjangan
perumahan pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati.

Pasal 4

(1) Perhitungan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota
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DPRD dengan rumus sebagai berikut :

| Stb = (3,33% x Lt x Nilai/Harga Tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb) |

(2) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan tunjangan
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal S

Pemberian tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD per
bulan dengan berlakunya Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai
berikut :

1. Ketua DPRD sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
perbulan;

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 9.200.000,- {Sembilan Juta Dua
Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

3. Anggota DPRD sebesar Rp 8.500.000,- {Declapan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

Pasal 6
Realisasi Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagi anggota DPRD yang baru dilantik karena Pengganti Antar
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Waktu (PAW}, tunjangan perumanan dibayarkan terhitung mulai

tanggal pengucapan sumpah/janji.
Pasal 8

Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah disediakan dan

menempati rumah jabatan atau rumah dinas tidak diberikan
tunjangan perumahan.
Pasal ©

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
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dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak
herlaku
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundang-

an Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tabalong.

| Ditetapkan. ...............




Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 September 2015

LBUPATI TABALONG
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\\_J N/
MH. ANANG SYAKHFIANI

I

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 02 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 66



